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12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
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Anggaran

Realisasi Anggaran

Halaman III DIPA

Revisi DIPA

Pagu Minus

Penyelesaian Tagihan
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Kesalahan SPM

Retur SP2DDispensasi SPM

Rencana Penarikan Kas

Rekonsiliasi LPJ Bendahara
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A
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Perencanaan & 
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terhadap 
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Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
A. Kesesuaian Perencanaan

dan Penganggaran
B. Efektivitas Pelaksanaan 

Kegiatan
C. Kepatuhan Terhadap Regulasi

D. Efisiensi Pelaksanaan 
Kegiatan
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Pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
No. Indikator Uraian Indikator Kalkulasi Bobot

Subkriteria

Sub_kriteria Nilai

1.
Penyerapan 
Anggaran

Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. realisasi/pagu 20

(a)≥90% 100

(b)<90%
Sesuai dengan realisasinya 

*100

2.
Penyelesaian 
Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi 
dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan 
terlambat).

(Jml Tagihan tepat waktu/Total 
Tagihan)*100

20 -
sesuai dengan rasio tagihan 

yang disampaikan tepat 
waktu

3. Hal III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana 
penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan 
yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap 
tidak saling meniadakan.

Rata rata
∑ gap realisasi dengan rencana Hal III

5 -
100- Rasio Rata rata Deviasi Hal 

III DIPA

4. Data Kontrak
Dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan 
terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.

(jml Kontrak Tepat Waktu/Total 
Kontrak yang terdaftar)*100

10 -
sesuai dengan rasio data 

kontrak yang tepat waktu

5. Pengelolaan UP
Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record 
GUP.

(jml GUP yang tepat waktu/total 
GUP)*100

10 -
sesuai dengan rasio GUP 

yang tepat waktu

6. Revisi DIPA
Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi 
DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran 
(dalam hal pagu tetap).

jml revisi/jml DIPA 5

(a)<2 100

(b)2 – 2,49 85

(b)2,5 – 2,99 70

(c)≥ 3 60

7.
Pengembalian/ 
Kesalahan  SPM

Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang 
diterbitkan KL. 
*Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak

SPM salah/Total SPM 5 -
100 - Rasio 

Pengembalian/Kesalahan SPM

8 Retur SP2D
Dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan Jumlah SP2D 
yang terbit

Jml Retur/jml SP2D Terbit*100 5 - 100- Rasio Retur SP2D

9
Rekon LPJ 
Bendahara

Dihitung berdasarkan rasio LPJ  Bendahara yang tepat waktu disampaikan 
terhadap seluruh penyampaian LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN.

(jml LPJ yang tepat waktu/total 
penyampaian LPJ)*100

5 -
sesuai dengan rasio lpj tepat 

waktu

10 Dispensasi SPM
Dihitung berdasarkan jumlah dispensasi dibagi jumlah SPM yang 
diterbitkan (baik SPM benar dan SPM yang salah/retur) dikali 1000

(jml dispensasi/jumlah SPM)*1000 5 - 100 – Rasio Dispensassi SPM

11 Renkas
Dihitung berdasar rasio renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai 
rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang 
disampaikan ke KPPN

(jml data renkas tepat waktu/jumlah 
data renkas)*1000

5 -
100 – Rasio Renkas Tepat 

Waktu

12 Pagu Minus
Dihitung berdasarkan persentase besarnya minus dibagi dengan pagu 
belanja pegawai K/L

(jumlah minus /jumlah pagu)*100% 5 - 100 – Rasio Pagu Minus
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Hasil Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker 
Wilayah Kerja KPPN Manokwari Sampai Dengan Bulan
September Tahun 2018

02 03 04 05 06

Nilai 
Total:
88,56

Pengelolaan UP

Data Kontrak

Kesalahan SPM

Retur SP2D

Halaman III DIPA

Revisi DIPA

07 08 09 10 11 12

Penyelesaian Tagihan

Rekon LPJ Realisasi

Renkas Pagu Minus

Dispensasi SPM

7,4 7,9 4,94 4,98 4,10 5,0

18,80 4,03 4,40 18,15 N/A N/A

01
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Pengelolaan UP

KPPN 
menyampaikan 

surat 
pemberitahuan 

dalam hal 2 (dua) 
bulan sejak SP2D-

UP diterbitkan 
belum dilakukan 

pengajuan 
penggantian UP 

Pengajuan UP dilakukan secara 
rasional sesuai kebutuhan 

operasional Satker satu bulan

Segera melakukan revolving UP
telah mencapai minimal 50%

Apabila perlu dana lebih besar 
dari UP yang dimiliki:

• Mempercepat frekuensi
GUP

• Mengajukan TUP sesuai 
norma

Pengelolaan UP/TUP akan 
direviu oleh Kanwil DJPB/atau 

KPPN.  dasar pencairan 
UP/TUP
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KINERJA UP
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Ketertiban Penyampaian Data 
Kontrak ke KPPN

Memastikan data supplier

tidak terdapat kesalahan, 

untuk menghindari 

proses pembayaran yang 

gagal dilakukan oleh 

KPPN

Memastikan penyampaian 

data perjanjian/kontrak 

paling lambat 5 (lima) hari 

kerja setelah 

ditandatanganinya 

perjanjian/kontrak

Data kontrak yang terlambat 

diajukan oleh Satker, 

pendaftaran kontrak dapat 

diproses setelah 

memperoleh dispensasi 

KPPN
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KINERJA PENYAMPAIAN KONTRAK
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Halaman III DIPA

Angka gap per bulan 
yang diambil bernilai 

absolut sehingga 
dalam penghitungan 
rata-rata gap tidak 
saling meniadakan

Ketika Satker 
melakukan revisi DIPA, 
hendaknya halaman III 

ikut diupdate, untuk 
bulan-bulan yang telah 
berlalu, angka rencana 
diubah sesuai dengan 

jumlah realisasi.

Akurasi rencana 
pencairan dana atau 

Dev halaman III 
dihitung berdasarkan 
rata-rata gap antara 

realisasi dengan 
rencana penarikan 

dana
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HALAMAN III DIPA
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Ketepatan Waktu Penyelesaian 
Tagihan

Tidak menunda 

proses 

pembayaran atas 

pekerjaan yang 

telah selesai

1 2
Penyelesaian 

tagihan 

terpenuhi sesuai 

dengan 

ketentuan, 

mengendalikan 

dan mengawasi 

setiap tagihan

3
Tagihan 

diselesaikan 

paling lambat 17 

hari kerja 

setelah 

timbulnya hak 

tagih

4
Memastikan 

KPPN menerima 

SPM selambat-

lambatnya 2 

(dua) hari kerja 

setelah 

penerbitan SPM
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Norma Waktu Penyelesaian Tagihan

BAST

BAST
Penandatanganan BAST 
setelah pekerjaan selesai

INVOICE

5
 h

ar
i 

k
er

ja

INVOICE
Penerbitan invoice oleh 

pihak ketiga setelah 

SPP

5 hari kerja

SPP
Penyelesaian SPP oleh PPK 

setelah tagihan diterima

SPM

5 hari kerja

SPM
Penerbitan SPM oleh 
PPSPM setelah SPP 
diterima

KPPN

2
 h

ari k
erja

KPPN
SPM diterima oleh KPPN 

paling lambat 2 hari kerja 
sejak tanggal terbit SPM
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INDIKATOR KEMAJUAN TAGIHAN
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Rencana Penarikan Dana

Sesuai Pasal 16 ayat (1): KPA menyampaikan RPD Harian tingkat Satker kepada KPPN 

sebelum SPM diajukan ke KPPN dengan batas waktu sebagai berikut

PMK 197/PMK.05/2017

15 
hari

10 
hari

5 
hari

RPD Harian 
atas transaksi A
(nilai di atas 
Rp1 triliun)

RPD Harian atas 
transaksi B 
(nilai antara 
Rp500 milyar –
Rp1 triliun)

RPD Harian atas 
transaksi C 
(nilai antara 
Rp1 milyar –
Rp500 milyar)
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INDIKATOR PERENCANAAN KAS




